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A. Pendahuluan 

Manajemen gizi adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengawasan terhadap asupan makanan dan nutrisi yang 
dikonsumsi individu atau kelompok untuk mencapai status gizi optimal. Dalam 
praktiknya, manajemen gizi melibatkan identifikasi kebutuhan gizi, penyusunan 
menu seimbang, pemantauan asupan makanan, serta evaluasi hasil intervensi gizi. 
Hal ini sangat penting terutama dalam konteks pelayanan kesehatan, pendidikan, 
dan institusi seperti rumah sakit, sekolah, maupun panti sosial, karena gizi yang 
baik berperan besar dalam mencegah penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, 
serta menunjang pertumbuhan dan perkembangan (Andriyani et al., 2024). 

Dalam lingkup yang lebih luas, manajemen gizi juga mencakup strategi 
kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi 
masyarakat. Contohnya adalah program fortifikasi pangan, kampanye pola makan 
sehat, serta intervensi terhadap kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan 
lansia. Keberhasilan manajemen gizi membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai 
dari tenaga kesehatan, ahli gizi, hingga pembuat kebijakan, agar solusi yang 
diterapkan efektif dan berkelanjutan. Dengan manajemen gizi yang baik, 
diharapkan kualitas hidup masyarakat meningkat dan beban penyakit akibat 
malnutrisi dapat ditekan secara signifikan (Salwana et al., 2025). 

Pentingnya manajemen gizi dalam tatanan keluarga tidak dapat dipisahkan 
dari peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam membentuk 
kebiasaan makan yang sehat. Melalui manajemen gizi yang baik, keluarga dapat 
memastikan bahwa setiap anggota rumah tangga, mulai dari anak-anak hingga 
lansia, memperoleh asupan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 
Pola makan yang sehat dan seimbang yang dibiasakan sejak dini di rumah akan 
menjadi fondasi kuat bagi kesehatan jangka panjang dan pencegahan berbagai 
penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi. Selain itu, manajemen 
gizi dalam keluarga juga berperan penting dalam membangun kesadaran kolektif 
mengenai nilai gizi makanan dan pentingnya pemilihan bahan pangan yang bergizi 
dan aman. Orang tua, khususnya ibu sebagai pengelola utama dapur rumah 
tangga, memiliki tanggung jawab besar dalam merencanakan menu harian, 
mengatur porsi makan, dan mengedukasi anak-anak tentang pentingnya makan 
makanan bergizi. Dengan manajemen gizi yang baik di dalam keluarga, tidak hanya 
kesehatan fisik yang terjaga, tetapi juga tercipta kebiasaan hidup sehat yang dapat 
diturunkan ke generasi berikutnya (Andriyani et al., 2024). 

 
B. Pengertian Manajemen Gizi 

Manajemen gizi menurut Gibney et al. (2009; Hidayati, 2024) adalah 
serangkaian proses yang terorganisir dalam pengelolaan asupan makanan dan zat 
gizi untuk mencapai kesehatan yang optimal. Proses ini mencakup perencanaan 
menu, pengaturan porsi, pemantauan status gizi, serta evaluasi hasil intervensi gizi 
baik pada individu maupun kelompok. Gibney menekankan bahwa manajemen gizi 
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tidak hanya berfokus pada konsumsi makanan, tetapi juga pada pemahaman 
tentang kebutuhan nutrisi berdasarkan usia, kondisi kesehatan, dan aktivitas fisik. 

Menurut Supariasa et al (2012; Hidayati, 2024), manajemen gizi adalah 
upaya sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi 
program gizi agar tujuan kesehatan masyarakat dapat tercapai. Dalam konteks 
pelayanan kesehatan, manajemen gizi menjadi bagian penting dalam pengobatan 
dan pencegahan penyakit. Pendekatan ini melibatkan tenaga profesional seperti 
ahli gizi yang bertugas menyusun rencana makan sesuai dengan kebutuhan pasien 
atau klien berdasarkan hasil asesmen gizi yang komprehensif. 

Sementara itu, Almatsier (2004; Hidayati, 2024) menyatakan bahwa 
manajemen gizi adalah proses pengelolaan zat gizi yang dikonsumsi oleh tubuh 
untuk memastikan keseimbangan dan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan. 
Almatsier menekankan pentingnya pemahaman terhadap komposisi zat gizi dalam 
makanan dan bagaimana pengaruhnya terhadap metabolisme tubuh. Ia juga 
menyoroti pentingnya edukasi gizi sebagai bagian integral dari manajemen gizi 
untuk mendorong perubahan perilaku makan masyarakat ke arah yang lebih 
sehat. 

Menurut Sunarti (2016; Hidayati, 2024), manajemen gizi adalah penerapan 
prinsip-prinsip manajemen dalam praktik gizi untuk meningkatkan efektivitas 
program-program gizi, baik di institusi, pelayanan kesehatan, maupun tingkat 
rumah tangga. Definisi ini menekankan bahwa manajemen gizi melibatkan aspek 
perencanaan strategis, pengambilan keputusan, pengawasan, dan koordinasi 
dalam pelaksanaan intervensi gizi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan status 
gizi individu dan populasi secara berkelanjutan melalui pendekatan yang berbasis 
bukti dan efisien. 

Dari keempat definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 
gizi adalah suatu proses sistematis dan terorganisir yang mencakup perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap asupan zat gizi untuk mencapai 
status gizi yang optimal. Manajemen ini tidak hanya berlaku pada tingkat individu, 
tetapi juga pada kelompok masyarakat, dengan mempertimbangkan faktor usia, 
kondisi kesehatan, aktivitas fisik, dan kebutuhan khusus lainnya. Selain itu, 
manajemen gizi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen umum untuk 
meningkatkan efektivitas program gizi di berbagai tatanan, seperti rumah tangga, 
institusi, dan pelayanan kesehatan. Edukasi gizi dan pendekatan berbasis bukti 
menjadi bagian penting dalam mendukung perubahan perilaku makan yang sehat 
dan berkelanjutan. 

 
C. Ruang Lingkup Manajamen Gizi 

Ruang lingkup manajemen gizi mencakup berbagai aspek yang berkaitan 
dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan yang 
bertujuan untuk meningkatkan status gizi individu maupun kelompok. Ruang 
lingkup ini meliputi manajemen pelayanan gizi di institusi seperti rumah sakit, 
puskesmas, sekolah, dan panti sosial; manajemen program gizi masyarakat seperti 
intervensi gizi balita, ibu hamil, dan lansia; serta manajemen gizi keluarga yang 
mencakup perencanaan menu, pengaturan porsi, dan edukasi pola makan sehat. 
Selain itu, ruang lingkup manajemen gizi juga melibatkan pengelolaan sumber 
daya manusia, logistik, keuangan, dan sistem informasi gizi. Dengan ruang lingkup 
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yang luas ini, manajemen gizi berperan penting dalam mendukung pencapaian 
kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui pendekatan yang terstruktur 
dan berbasis data (Farming et al., 2023). 

Meningkatkan status gizi individu sangat penting karena gizi yang baik 
merupakan fondasi utama bagi kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup 
seseorang. Individu dengan status gizi yang optimal memiliki daya tahan tubuh 
yang lebih baik, kemampuan kognitif yang lebih tinggi, serta energi yang cukup 
untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada anak-anak, gizi yang cukup sangat 
krusial dalam menunjang pertumbuhan fisik dan perkembangan otak, sehingga 
berdampak langsung pada prestasi belajar dan masa depan mereka. Sebaliknya, 
gizi yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti stunting, 
anemia, obesitas, bahkan gangguan metabolik jangka panjang. 

Pada tingkat masyarakat, peningkatan status gizi berdampak luas terhadap 
pembangunan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang sehat dan bergizi baik 
cenderung lebih produktif, menurunkan angka ketidakhadiran kerja, serta 
mengurangi beban biaya pelayanan kesehatan. Selain itu, intervensi gizi yang 
tepat dapat menekan prevalensi penyakit tidak menular dan infeksi, yang sering 
kali berakar dari pola makan yang buruk. Oleh karena itu, upaya perbaikan gizi 
harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional, dengan 
melibatkan berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan 
ekonomi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pola hidup sehat dan 
konsumsi makanan bergizi. 

 
D. Tujuan dan Fungsi Manajemen Gizi 

1. Tujuan manajemen gizi 
Tujuan utama dari manajemen gizi adalah untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat melalui pengelolaan asupan nutrisi yang tepat dan 
berimbang. Dengan perencanaan dan pengawasan yang sistematis terhadap 
pola makan, manajemen gizi membantu memastikan bahwa setiap individu, 
baik sehat maupun sakit, menerima zat gizi sesuai dengan kebutuhan 
tubuhnya. Hal ini sangat penting dalam mendukung fungsi fisiologis tubuh, 
memperkuat sistem imun, serta meningkatkan kapasitas fisik dan mental. 
Manajemen gizi yang baik juga berperan dalam mendukung keberhasilan 
pengobatan medis, terutama pada pasien dengan kondisi kronis seperti 
diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal (Nababan et al., 2023). 

Selain itu, manajemen gizi bertujuan untuk mencegah dan mengurangi 
berbagai bentuk malnutrisi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi. Dalam 
konteks ini, manajemen gizi berperan penting dalam mengidentifikasi 
kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia, lalu menyediakan 
intervensi yang sesuai seperti suplementasi, fortifikasi pangan, atau edukasi 
gizi. Pencegahan malnutrisi tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, 
tetapi juga membantu menurunkan angka kesakitan, kematian, dan beban 
ekonomi akibat penyakit yang berhubungan dengan gizi. Dengan demikian, 
manajemen gizi berkontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang 
lebih sehat, tangguh, dan produktif. 
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2. Fungsi manajemen gizi 
Manajemen gizi memiliki fungsi penting dalam perencanaan program 

gizi, yang merupakan tahap awal dalam menentukan tujuan, sasaran, serta 
strategi intervensi gizi yang akan dilaksanakan. Dalam tahap ini, dilakukan 
pengumpulan data terkait status gizi, kondisi kesehatan, kebiasaan makan, 
dan faktor lingkungan yang memengaruhi pola konsumsi. Berdasarkan data 
tersebut, tenaga gizi merancang menu, menentukan jenis intervensi, dan 
menyusun langkah-langkah pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan 
sasaran. Perencanaan yang matang menjadi landasan utama untuk menjamin 
keberhasilan program gizi, baik di tingkat individu, institusi, maupun 
masyarakat luas (Nababan et al., 2023). 

Pelaksanaan program gizi merupakan fungsi manajemen gizi yang 
berfokus pada penerapan rencana yang telah disusun. Ini mencakup 
penyediaan makanan bergizi, distribusi suplemen, edukasi gizi, dan kegiatan 
lainnya sesuai dengan strategi yang telah dirancang. Dalam tahap ini, 
dibutuhkan koordinasi yang baik antar petugas, serta keterlibatan aktif dari 
masyarakat atau individu sasaran. Keberhasilan pelaksanaan sangat 
bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, anggaran, serta dukungan 
logistik yang memadai, sehingga program gizi dapat berjalan efektif dan 
efisien. 

Pemantauan adalah fungsi penting dalam manajemen gizi yang 
bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai 
rencana dan mencapai indikator yang telah ditetapkan. Pemantauan 
dilakukan secara berkala melalui pencatatan data konsumsi, pengukuran 
antropometri, atau penilaian status gizi lainnya. Melalui pemantauan, dapat 
diketahui apabila terjadi penyimpangan, hambatan, atau ketidaksesuaian 
dalam pelaksanaan, sehingga segera dapat dilakukan tindakan korektif. Fungsi 
ini juga membantu menjaga kualitas dan konsistensi pelayanan gizi yang 
diberikan. 

Terakhir, evaluasi program gizi berfungsi untuk menilai keberhasilan 
program berdasarkan hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan 
awal. Evaluasi dilakukan pada akhir periode pelaksanaan dan mencakup aspek 
efektivitas, efisiensi, serta dampak intervensi terhadap status gizi sasaran. 
Hasil evaluasi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk 
keberlanjutan atau perbaikan program di masa mendatang. Dengan demikian, 
fungsi evaluasi dalam manajemen gizi sangat penting untuk menjamin bahwa 
program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat yang nyata dan 
berkelanjutan bagi kesehatan masyarakat. 

 
E. Komponen Utama Dalam Manajemen Gizi 

Komponen utama dalam manajemen gizi mencakup lima aspek penting yang 
saling berkaitan, yaitu penilaian status gizi, perencanaan intervensi, pelaksanaan 
program, pemantauan, serta evaluasi hasil dan dampak. Penilaian status gizi 
merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi kondisi gizi individu atau 
kelompok, melalui metode seperti pengukuran antropometri, analisis asupan 
makanan, serta pemeriksaan klinis dan biokimia. Berdasarkan hasil penilaian 
tersebut, dilakukan perencanaan intervensi yang meliputi penetapan tujuan, 
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pemilihan jenis kegiatan, dan strategi pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan 
dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, pelaksanaan program gizi dilakukan 
melalui distribusi makanan atau suplemen, penyuluhan gizi, serta pemberdayaan 
masyarakat. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk mengukur progres 
pelaksanaan, memastikan program berjalan sesuai rencana, serta mendeteksi 
masalah yang muncul. Terakhir, evaluasi hasil dan dampak dilakukan untuk menilai 
efektivitas intervensi, perubahan status gizi sasaran, dan menentukan langkah 
perbaikan atau pengembangan program ke depan. Kelima komponen ini harus 
dijalankan secara terintegrasi agar manajemen gizi dapat memberikan hasil yang 
optimal dan berkelanjutan (Yuniarti, 2023). 
1. Penilaian status gizi 

Penilaian status gizi merupakan komponen utama dalam manajemen 
gizi karena menjadi dasar dalam merancang intervensi yang tepat sasaran. 
Melalui penilaian ini, dapat diketahui apakah seseorang atau kelompok 
mengalami masalah gizi seperti kekurangan atau kelebihan nutrisi. Proses ini 
biasanya dilakukan dengan berbagai metode seperti pengukuran 
antropometri (berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas), pemeriksaan 
biokimia (kadar hemoglobin, albumin), penilaian klinis (tanda-tanda fisik 
kekurangan gizi), serta penilaian dietetik (pola konsumsi makanan harian). 
Data yang diperoleh dari penilaian ini memberikan gambaran menyeluruh 
tentang kondisi gizi yang sedang dihadapi. 

Selain menjadi dasar perencanaan, penilaian status gizi juga penting 
dalam menentukan prioritas intervensi gizi, terutama pada kelompok rentan 
seperti balita, ibu hamil, lansia, dan pasien dengan penyakit kronis. Dengan 
mengetahui tingkat keparahan dan jenis masalah gizi, tenaga gizi atau petugas 
kesehatan dapat menyusun strategi yang lebih tepat dan efisien, baik dalam 
bentuk penyuluhan, pemberian makanan tambahan, maupun pengobatan. 
Penilaian ini juga berfungsi sebagai alat untuk memantau perkembangan 
status gizi dari waktu ke waktu, sehingga kemajuan atau kemunduran dalam 
status gizi dapat segera diidentifikasi. 

Lebih lanjut, penilaian status gizi juga berperan dalam evaluasi 
efektivitas program gizi. Setelah intervensi dijalankan, status gizi individu atau 
kelompok yang menjadi sasaran program perlu dinilai kembali untuk melihat 
sejauh mana perbaikan telah terjadi. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan 
untuk menyempurnakan pendekatan yang telah dilakukan atau merancang 
program lanjutan. Dengan demikian, penilaian status gizi tidak hanya penting 
di awal proses manajemen gizi, tetapi juga menjadi elemen penting dalam 
siklus pengelolaan gizi secara menyeluruh. 

2. Perencanaan intervensi 
Perencanaan intervensi merupakan salah satu komponen utama dalam 

manajemen gizi yang berperan penting dalam menentukan arah dan strategi 
untuk mengatasi permasalahan gizi yang telah diidentifikasi. Setelah dilakukan 
penilaian status gizi, data dan informasi yang diperoleh dijadikan dasar untuk 
merancang langkah-langkah intervensi yang tepat, terukur, dan sesuai dengan 
kebutuhan sasaran. Dalam proses perencanaan ini, ditetapkan tujuan 
program, sasaran yang ingin dicapai, jenis intervensi (seperti suplementasi, 
fortifikasi, edukasi, atau penguatan ketahanan pangan), serta indikator 
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keberhasilan. Perencanaan yang matang dan berbasis data sangat penting 
agar intervensi yang dilakukan tidak bersifat umum, melainkan spesifik dan 
efektif sesuai konteks lokal. 

Selain itu, perencanaan intervensi juga mencakup pengalokasian sumber 
daya, baik berupa tenaga, dana, waktu, maupun bahan makanan atau 
suplemen yang dibutuhkan. Penentuan peran dan tanggung jawab masing-
masing pihak yang terlibat, seperti tenaga kesehatan, kader gizi, pemerintah 
daerah, atau lembaga swadaya masyarakat, juga dilakukan dalam tahap ini. 
Penyusunan jadwal kegiatan, penyediaan logistik, serta pembuatan materi 
edukasi gizi juga merupakan bagian penting dari perencanaan. Dengan 
pengorganisasian yang baik sejak awal, program gizi dapat berjalan lebih 
efisien dan minim kendala di lapangan. 

Lebih jauh, perencanaan intervensi tidak bersifat statis, tetapi perlu 
fleksibel terhadap perubahan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, 
perencanaan yang baik juga menyertakan mekanisme pemantauan dan 
penyesuaian agar strategi yang diterapkan dapat diadaptasi sesuai kebutuhan 
yang berkembang. Misalnya, jika ditemukan bahwa target sasaran tidak 
merespons intervensi seperti yang diharapkan, maka perencanaan dapat 
ditinjau ulang untuk memperbaiki pendekatan. Dengan demikian, 
perencanaan intervensi yang matang, partisipatif, dan adaptif menjadi fondasi 
utama bagi keberhasilan manajemen gizi dalam meningkatkan kesehatan dan 
kesejahteraan masyarakat. 

3. Pelaksanaan program 
Pelaksanaan program merupakan komponen utama dalam manajemen 

gizi yang berfungsi sebagai tahap operasional dari rencana yang telah disusun 
sebelumnya. Pada tahap ini, semua kegiatan yang telah dirancang seperti 
penyuluhan gizi, distribusi makanan tambahan, pemberian suplemen, dan 
pelayanan konseling gizi mulai dijalankan kepada sasaran yang telah 
ditetapkan. Pelaksanaan yang baik membutuhkan koordinasi yang efektif 
antar tim pelaksana, pemanfaatan sumber daya yang optimal, serta 
keterlibatan aktif dari masyarakat. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung 
pada kesiapan logistik, ketersediaan tenaga terlatih, serta pemahaman yang 
baik terhadap konteks sosial dan budaya lokal. 

Dalam proses pelaksanaan, sangat penting untuk memastikan bahwa 
semua kegiatan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) 
yang telah ditentukan. Ini mencakup pengelolaan waktu, pengawasan 
distribusi bahan makanan atau suplemen, serta penyampaian materi edukasi 
gizi secara efektif. Penggunaan media komunikasi yang tepat dan pendekatan 
yang bersifat partisipatif juga dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan 
program. Selain itu, pelaksana harus siap menghadapi tantangan di lapangan, 
seperti keterbatasan akses, resistensi masyarakat, atau kendala teknis lainnya, 
yang dapat memengaruhi kelancaran intervensi. 

Lebih lanjut, pelaksanaan program juga menjadi kesempatan untuk 
mengumpulkan data lapangan dan umpan balik secara langsung, yang sangat 
berguna untuk pemantauan dan evaluasi. Informasi ini bisa berasal dari 
catatan pelaksanaan harian, hasil pengukuran status gizi, hingga tanggapan 
dari peserta program. Oleh karena itu, penting bagi pelaksana untuk tidak 
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hanya menjalankan kegiatan, tetapi juga mendokumentasikan prosesnya 
secara sistematis. Dengan pelaksanaan yang terarah, konsisten, dan responsif 
terhadap dinamika di lapangan, program gizi akan memiliki dampak nyata 
terhadap peningkatan status gizi individu dan masyarakat. 

4. Pemantauan 
Pemantauan merupakan komponen utama dalam manajemen gizi yang 

berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai 
dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan 
secara berkala untuk mengamati perkembangan, mengidentifikasi hambatan, 
serta menilai apakah intervensi gizi memberikan dampak yang diharapkan. 
Kegiatan ini mencakup pencatatan dan pelaporan data terkait distribusi 
bantuan gizi, kehadiran peserta program, perubahan status gizi sasaran, serta 
efektivitas penyuluhan gizi. Melalui pemantauan, tim pelaksana dapat segera 
mengetahui jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dan mengambil 
langkah korektif secara cepat dan tepat. 

Dalam konteks program gizi, pemantauan biasanya menggunakan 
indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti berat badan 
balita, cakupan pemberian suplemen, atau tingkat partisipasi masyarakat. 
Proses ini memerlukan alat ukur yang standar dan tenaga yang kompeten agar 
data yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, pemantauan juga 
mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program 
karena semua aktivitas tercatat dengan baik dan dapat ditinjau oleh pihak 
terkait, seperti dinas kesehatan atau donor program. Dengan pemantauan 
yang kuat, keberlangsungan dan konsistensi program dapat lebih terjamin. 

Lebih jauh, pemantauan bukan hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi 
juga melibatkan umpan balik dari masyarakat sebagai penerima manfaat. 
Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan atau menyampaikan 
keluhan merupakan bagian penting dari proses pemantauan yang bersifat 
partisipatif dan responsif. Informasi yang dikumpulkan dari proses ini sangat 
berguna untuk memperbaiki program secara berkelanjutan dan memastikan 
bahwa intervensi gizi tetap relevan dan tepat sasaran. Oleh karena itu, 
pemantauan tidak hanya berperan sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai 
instrumen pembelajaran dan perbaikan dalam siklus manajemen gizi. 

5. Evaluasi hasil dan dampak 
Evaluasi hasil dan dampak merupakan komponen akhir namun sangat 

penting dalam manajemen gizi, karena berfungsi untuk menilai sejauh mana 
program gizi telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi hasil berfokus 
pada output yang langsung terlihat, seperti peningkatan pengetahuan gizi 
masyarakat, perubahan perilaku makan, atau cakupan layanan gizi yang 
diberikan. Sementara itu, evaluasi dampak menilai perubahan jangka panjang, 
seperti penurunan angka stunting, perbaikan status gizi balita, atau 
peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi ini 
memberikan gambaran menyeluruh tentang keberhasilan dan efektivitas 
program yang telah dilaksanakan. 

Dalam proses evaluasi, data yang dikumpulkan selama pemantauan 
sangat berperan penting sebagai bahan analisis. Evaluasi biasanya dilakukan 
secara periodik, baik di tengah pelaksanaan program (evaluasi tengah waktu) 
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maupun setelah program selesai (evaluasi akhir). Metode yang digunakan 
dapat berupa survei, wawancara, pengukuran status gizi ulang, serta analisis 
statistik. Dengan mengevaluasi hasil dan dampak, pengambil kebijakan dan 
pelaksana program dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, 
serta memperoleh dasar yang kuat untuk memperbaiki atau mengembangkan 
intervensi ke depan. 

Lebih jauh, evaluasi hasil dan dampak juga berfungsi sebagai bentuk 
akuntabilitas dan transparansi kepada pemangku kepentingan, termasuk 
pemerintah, lembaga donor, serta masyarakat penerima manfaat. Hasil 
evaluasi dapat menjadi bukti nyata efektivitas penggunaan sumber daya, 
sekaligus memperkuat dukungan terhadap program-program gizi berikutnya. 
Selain itu, evaluasi memberikan wawasan penting bagi pengembangan 
kebijakan gizi yang lebih berbasis bukti (evidence-based), agar langkah-
langkah perbaikan dapat diarahkan pada intervensi yang terbukti efektif. 
Dengan demikian, evaluasi bukan hanya penilaian akhir, tetapi juga alat 
strategis dalam meningkatkan mutu manajemen gizi secara berkelanjutan. 
 

F. Proses Manajemen Gizi 
Proses manajemen gizi dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan 

berkelanjutan, dimulai dari identifikasi masalah gizi yang terjadi pada individu, 
kelompok, atau masyarakat. Tahap ini bertujuan untuk mengenali bentuk dan 
tingkat keparahan masalah gizi, seperti kekurangan energi kronis, stunting, atau 
obesitas, dengan menggunakan data hasil survei, asesmen lapangan, atau laporan 
kesehatan. Setelah masalah diidentifikasi, dilakukan analisis situasi untuk 
memahami faktor penyebabnya, baik yang bersifat langsung seperti pola makan 
dan penyakit infeksi, maupun tidak langsung seperti kemiskinan, pendidikan, dan 
akses pangan. Dari hasil analisis tersebut, kemudian dirumuskan tujuan dan 
sasaran program secara spesifik, terukur, dan relevan dengan kondisi yang ada. 
Langkah selanjutnya adalah menyusun strategi dan rencana aksi, yang mencakup 
pemilihan jenis intervensi gizi, alokasi sumber daya, serta pembagian peran antar 
pemangku kepentingan. Strategi ini harus disesuaikan dengan kapasitas lokal, 
budaya masyarakat, serta potensi kolaborasi lintas sektor. Setelah rencana 
disusun, program dijalankan melalui pelaksanaan kegiatan, diikuti dengan 
pemantauan berkala untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan 
memperbaiki kendala yang muncul. Terakhir, dilakukan evaluasi terhadap hasil 
dan dampak program guna menilai efektivitas intervensi dan apakah tujuan telah 
tercapai. Evaluasi ini menjadi dasar dalam merancang tindak lanjut atau perbaikan 
program agar manajemen gizi dapat berkelanjutan dan memberikan dampak 
jangka panjang terhadap peningkatan status gizi dan kesehatan masyarakat 
(Lailida et al., 2021). 
1. Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah merupakan tahap awal yang sangat penting dalam 
proses manajemen gizi, karena menjadi dasar bagi seluruh perencanaan dan 
intervensi selanjutnya. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data dan 
informasi untuk mengenali jenis, tingkat keparahan, serta distribusi masalah 
gizi yang terjadi di suatu wilayah atau kelompok sasaran. Masalah yang 
diidentifikasi bisa berupa kekurangan energi kronis (KEK), stunting, wasting, 
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anemia, obesitas, atau ketidakseimbangan asupan zat gizi lainnya. Data yang 
digunakan dapat berasal dari survei nasional, catatan pelayanan kesehatan, 
laporan sekolah, atau hasil pengamatan lapangan secara langsung. 

Dalam proses identifikasi masalah, penting untuk menggunakan 
indikator yang objektif dan terukur, seperti pengukuran antropometri (tinggi 
badan, berat badan, IMT), pemeriksaan biokimia (kadar hemoglobin, kadar 
vitamin), serta data konsumsi makanan. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi 
terhadap kelompok yang paling rentan terhadap masalah gizi, seperti balita, 
ibu hamil dan menyusui, lansia, serta masyarakat berpendapatan rendah. 
Pemahaman terhadap siapa yang terdampak dan bagaimana penyebaran 
masalah terjadi memungkinkan pengelola program gizi untuk lebih fokus 
dalam menentukan sasaran prioritas intervensi. 

Lebih jauh, identifikasi masalah tidak hanya melihat gejala yang tampak, 
tetapi juga harus menggali faktor penyebab yang mendasarinya. Hal ini 
mencakup faktor langsung seperti pola makan tidak seimbang dan infeksi, 
serta faktor tidak langsung seperti rendahnya pendidikan gizi, kemiskinan, 
sanitasi yang buruk, atau akses pangan yang terbatas. Dengan 
mengidentifikasi akar masalah secara menyeluruh, maka intervensi yang 
dirancang nantinya dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam memperbaiki 
status gizi. Oleh karena itu, identifikasi masalah adalah fondasi yang 
menentukan kualitas keseluruhan proses manajemen gizi. 

2. Analisis situasi 
Analisis situasi merupakan tahapan penting dalam proses manajemen 

gizi yang dilakukan setelah identifikasi masalah, dengan tujuan untuk 
memahami secara menyeluruh konteks dan faktor-faktor yang memengaruhi 
status gizi suatu individu atau populasi. Pada tahap ini, data yang telah 
dikumpulkan sebelumnya dianalisis secara mendalam untuk mengetahui 
penyebab langsung, tidak langsung, dan akar masalah gizi yang ada. Misalnya, 
rendahnya konsumsi makanan bergizi mungkin disebabkan oleh keterbatasan 
ekonomi, kurangnya pengetahuan gizi, atau akses pangan yang buruk. Analisis 
ini membantu merumuskan intervensi yang tidak hanya mengatasi gejala, 
tetapi juga menyasar penyebab fundamental. 

Dalam melakukan analisis situasi, pendekatan yang digunakan bisa 
bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Pendekatan kuantitatif melibatkan 
pengolahan data statistik dari survei gizi, catatan klinis, atau laporan program 
sebelumnya. Sementara pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara, 
diskusi kelompok terfokus (FGD), dan observasi untuk memahami perilaku 
makan, budaya, persepsi masyarakat, serta dinamika sosial yang 
memengaruhi praktik gizi. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan 
penyusunan gambaran situasi yang komprehensif dan akurat. 

Hasil dari analisis situasi menjadi dasar dalam perumusan tujuan, 
penentuan prioritas, dan pemilihan strategi intervensi gizi yang efektif dan 
relevan. Dengan memahami kondisi nyata di lapangan, program gizi yang 
dirancang akan lebih kontekstual dan berpeluang besar untuk diterima serta 
berhasil di masyarakat. Selain itu, analisis situasi juga membantu 
mengidentifikasi potensi sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan serta 
tantangan yang harus diantisipasi selama pelaksanaan program. Dengan 
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demikian, analisis situasi adalah tahap strategis yang menjembatani antara 
pengenalan masalah dan penyusunan solusi yang tepat dalam manajemen 
gizi. 

3. Perumusan tujuan 
Perumusan masalah merupakan tahapan lanjutan dalam proses 

manajemen gizi yang dilakukan setelah identifikasi dan analisis situasi. Pada 
tahap ini, masalah-masalah gizi yang telah dikenali disusun dan dirumuskan 
secara sistematis, jelas, dan terfokus agar dapat dijadikan dasar dalam 
penetapan tujuan dan perencanaan intervensi. Perumusan masalah bertujuan 
untuk menyaring berbagai temuan menjadi isu-isu prioritas yang paling 
mendesak dan berdampak luas terhadap status gizi masyarakat. Masalah yang 
dirumuskan harus mencerminkan kondisi nyata, berdasarkan data dan bukti 
yang valid, serta memperhatikan kelompok yang paling terdampak. 

Proses perumusan masalah biasanya dilakukan dengan menyusun 
pernyataan masalah secara spesifik, menggunakan indikator yang terukur. 
Misalnya, bukan hanya menyebut “banyak anak mengalami kekurangan gizi”, 
tetapi dirumuskan lebih tajam seperti “tingginya prevalensi stunting pada 
balita usia 0–59 bulan di wilayah X yang mencapai 35%, melebihi batas 
ambang WHO sebesar 20%”. Rumusan yang baik harus mampu 
menggambarkan siapa yang terdampak, sejauh mana tingkat keparahannya, 
serta dalam konteks apa masalah tersebut terjadi. Dengan demikian, rumusan 
masalah menjadi acuan yang jelas untuk menetapkan arah program dan 
strategi penanganannya. 

Lebih lanjut, perumusan masalah juga berfungsi sebagai dasar untuk 
menyusun tujuan program yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, 
Relevant, dan Time-bound). Rumusan masalah yang kuat akan membantu 
memastikan bahwa intervensi gizi benar-benar menjawab kebutuhan di 
lapangan dan berorientasi pada hasil yang terukur. Selain itu, perumusan ini 
juga menjadi alat komunikasi yang penting untuk meyakinkan pemangku 
kepentingan dan mitra kerja agar mendukung pelaksanaan program. Oleh 
karena itu, tahap perumusan masalah merupakan kunci penting dalam 
membangun fondasi program manajemen gizi yang terarah dan berdampak 
nyata. 

4. Strategi 
Strategi merupakan tahapan sistematis dalam manajemen gizi yang 

berfungsi untuk menentukan pendekatan dan metode yang akan digunakan 
untuk mengatasi masalah gizi yang telah dirumuskan. Setelah masalah dan 
tujuan ditetapkan, strategi dirancang agar program gizi dapat dijalankan 
secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Strategi mencakup pemilihan jenis 
intervensi, penetapan sasaran prioritas, serta pengorganisasian sumber daya 
yang tersedia, seperti tenaga, anggaran, dan sarana prasarana. Strategi yang 
baik harus mempertimbangkan konteks lokal, budaya masyarakat, serta 
kemampuan institusi pelaksana agar program dapat diterima dan berjalan 
lancar. 

Dalam menyusun strategi, penting untuk menggunakan pendekatan 
yang berbasis bukti (evidence-based) dan integratif. Artinya, strategi disusun 
dengan mengacu pada data dan hasil evaluasi sebelumnya serta 
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menggabungkan berbagai sektor terkait, seperti kesehatan, pendidikan, 
pertanian, dan perlindungan sosial. Contoh strategi yang umum digunakan 
dalam manajemen gizi antara lain adalah pemberian makanan tambahan 
untuk balita dan ibu hamil, penyuluhan dan edukasi gizi, fortifikasi pangan, 
peningkatan kapasitas tenaga gizi, serta penguatan sistem pemantauan gizi. 
Setiap strategi harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan 
kelompok sasaran agar dampaknya maksimal. 

Lebih jauh, strategi juga harus disertai dengan rencana aksi yang konkret 
dan terukur, seperti jadwal pelaksanaan, pembagian tugas, dan indikator 
keberhasilan. Dalam tahap ini, keterlibatan pemangku kepentingan lokal 
sangat penting agar strategi yang dirancang mendapatkan dukungan dan 
legitimasi. Dengan perencanaan strategi yang matang dan partisipatif, 
manajemen gizi tidak hanya menjadi serangkaian kegiatan, tetapi sebuah 
proses yang terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan status gizi 
masyarakat secara menyeluruh. 

5. Evaluasi 
Evaluasi merupakan tahapan akhir dalam proses manajemen gizi yang 

bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari program gizi 
yang telah dilaksanakan. Melalui evaluasi, manajer program dapat 
mengetahui sejauh mana tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya tercapai, 
serta apakah intervensi yang dilakukan berhasil memperbaiki status gizi 
sasaran. Evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga mencakup proses 
pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta respons masyarakat terhadap 
program. Dengan demikian, evaluasi menjadi dasar penting dalam 
pengambilan keputusan untuk perbaikan program ke depan. 

Evaluasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti evaluasi 
formatif (sebelum program dilaksanakan), evaluasi proses (selama 
pelaksanaan), dan evaluasi sumatif (setelah program selesai). Instrumen 
evaluasi bisa berupa survei gizi, wawancara, pengukuran indikator kesehatan, 
hingga analisis biaya dan manfaat. Data yang dikumpulkan selama evaluasi 
harus dianalisis secara objektif dan disesuaikan dengan indikator kinerja yang 
telah ditetapkan sejak awal. Hasil evaluasi juga perlu dilaporkan secara 
transparan kepada seluruh pemangku kepentingan agar dapat digunakan 
untuk mengarahkan kebijakan atau program gizi selanjutnya. 

Lebih dari itu, evaluasi juga berperan sebagai sarana pembelajaran bagi 
tim pelaksana dan organisasi. Melalui evaluasi, dapat diidentifikasi praktik 
terbaik (best practices), kelemahan yang harus diperbaiki, serta peluang 
pengembangan program. Selain itu, hasil evaluasi dapat memperkuat 
akuntabilitas publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap 
program gizi yang dijalankan. Oleh karena itu, evaluasi bukan hanya penilaian 
akhir, melainkan bagian integral dari siklus manajemen gizi yang mendukung 
perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih baik di masa mendatang 

6. Tindak lanjut 
Tindak lanjut merupakan tahap akhir yang sangat penting dalam proses 

manajemen gizi karena menjadi jembatan antara hasil evaluasi dan perbaikan 
program di masa mendatang. Setelah evaluasi dilakukan dan temuan-temuan 
utama diketahui, tindak lanjut berfungsi untuk menerapkan rekomendasi yang 
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dihasilkan, baik berupa perbaikan strategi, penguatan pelaksanaan program, 
atau penyusunan kebijakan baru. Tanpa tindak lanjut, hasil evaluasi hanya 
menjadi dokumentasi tanpa dampak nyata. Oleh karena itu, tindak lanjut 
memastikan bahwa proses manajemen gizi menjadi siklus yang 
berkesinambungan dan adaptif terhadap perubahan. 

Dalam tahap ini, langkah-langkah strategis perlu disusun berdasarkan 
masalah yang masih tersisa atau kelemahan dalam pelaksanaan program 
sebelumnya. Tindak lanjut bisa berbentuk pelatihan ulang tenaga pelaksana, 
penyempurnaan materi edukasi gizi, revisi jadwal kegiatan, atau 
pengalokasian ulang anggaran. Selain itu, jika ditemukan kendala struktural 
atau kebijakan yang menghambat keberhasilan program, maka tindak lanjut 
juga dapat mencakup advokasi kepada pembuat kebijakan atau kerja sama 
lintas sektor untuk mendukung perubahan sistemik. Tindak lanjut harus 
dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan agar prosesnya 
partisipatif dan mendapat dukungan luas. 

Lebih jauh, tindak lanjut juga mencerminkan komitmen terhadap 
peningkatan kualitas program gizi secara berkelanjutan. Dengan 
melaksanakan tindak lanjut yang tepat dan terencana, manajemen gizi 
menjadi proses yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 
Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap program gizi yang dijalankan 
benar-benar memberikan dampak jangka panjang terhadap perbaikan status 
gizi dan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, tindak lanjut bukan 
hanya tahap penutup, tetapi awal dari siklus manajemen gizi berikutnya yang 
lebih baik. 

 
G. Peran Tenaga Gizi dalam Manajemen Gizi 

Tenaga gizi memiliki tanggung jawab dan peran strategis yang sangat 
penting di berbagai level pelayanan kesehatan dan sosial, termasuk rumah sakit, 
puskesmas, institusi pendidikan, serta komunitas. Di rumah sakit, tenaga gizi 
berperan dalam merencanakan, menerapkan, dan memantau terapi gizi medis 
untuk pasien, sesuai dengan kondisi klinis mereka. Mereka juga bekerja sama 
dengan tim medis lainnya untuk memastikan pemulihan pasien melalui dukungan 
nutrisi yang optimal. Di tingkat puskesmas, tenaga gizi memiliki tanggung jawab 
dalam pelaksanaan program-program gizi masyarakat, seperti pemantauan status 
gizi balita, edukasi gizi untuk ibu hamil dan menyusui, serta intervensi gizi bagi 
kelompok rentan (Penggalih et al., 2021). 

Sementara itu, di institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas, tenaga 
gizi berperan dalam penyuluhan, promosi gizi seimbang, dan pengembangan 
kebijakan kantin sehat yang dapat memengaruhi pola makan siswa secara positif. 
Dalam komunitas, mereka menjadi ujung tombak dalam pemberdayaan 
masyarakat melalui pelatihan, pendampingan kelompok, serta kampanye gizi 
berbasis budaya lokal. Peran strategis tenaga gizi tidak hanya terbatas pada 
pelayanan langsung, tetapi juga melibatkan advokasi kebijakan, penelitian, serta 
pengembangan program gizi yang berbasis bukti. Oleh karena itu, keberadaan 
tenaga gizi yang kompeten sangat krusial dalam meningkatkan status gizi dan 
kesehatan masyarakat secara menyeluruh (Vizianti, 2022). 
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1. Peran tenaga gizi dalam manajemen gizi di rumah sakit 
Tenaga gizi memegang peran kunci dalam manajemen gizi di rumah 

sakit, terutama dalam memastikan bahwa pasien menerima asupan nutrisi 
yang sesuai dengan kondisi medisnya. Mereka melakukan asesmen gizi klinis 
secara menyeluruh, termasuk pengukuran antropometri, analisis data 
biokimia, dan penilaian riwayat diet pasien. Berdasarkan hasil asesmen 
tersebut, tenaga gizi menyusun rencana terapi gizi yang disesuaikan dengan 
kebutuhan individu, seperti diet rendah garam untuk pasien hipertensi, atau 
diet tinggi protein untuk pasien luka bakar. Dengan pendekatan ini, intervensi 
gizi tidak hanya mendukung proses penyembuhan, tetapi juga mencegah 
komplikasi yang disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan zat gizi. 

Selain menyusun rencana makan, tenaga gizi juga berperan dalam 
pelaksanaan dan pemantauan terapi gizi medis. Mereka bekerja sama dengan 
tenaga dapur dan tim medis untuk memastikan bahwa makanan yang 
disajikan sesuai standar dan tepat sasaran. Pemantauan dilakukan secara rutin 
untuk menilai apakah intervensi gizi memberikan hasil yang diharapkan, 
seperti peningkatan berat badan, stabilisasi kadar gula darah, atau perbaikan 
kadar hemoglobin. Jika diperlukan, penyesuaian rencana makan dilakukan 
agar terapi tetap efektif. Pemantauan yang konsisten ini sangat penting, 
karena status gizi pasien dapat berubah dengan cepat selama masa 
perawatan. 

Tak kalah penting, tenaga gizi juga memiliki peran dalam edukasi dan 
konseling gizi kepada pasien dan keluarganya sebelum pasien pulang dari 
rumah sakit. Edukasi ini mencakup informasi mengenai pola makan yang 
sehat, pemilihan makanan sesuai penyakit, serta cara membaca label 
makanan. Konseling ini penting agar pasien mampu mempertahankan pola 
makan yang dianjurkan selama masa pemulihan di rumah atau sebagai bagian 
dari manajemen penyakit kronis jangka panjang. Dengan demikian, peran 
tenaga gizi di rumah sakit tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga preventif dan 
promotif, yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan perawatan pasien 
secara keseluruhan. 

2. Peran tenaga gizi dalam manajemen gizi di puskesmas 
Tenaga gizi di puskesmas memiliki peran penting dalam pelaksanaan 

program gizi masyarakat, yang menyasar berbagai kelompok rentan seperti 
balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Mereka bertugas melakukan 
penilaian status gizi melalui pengukuran antropometri, pengamatan pola 
makan, dan identifikasi masalah gizi di wilayah kerja puskesmas. Hasil dari 
asesmen ini menjadi dasar dalam merancang dan menjalankan intervensi gizi 
yang sesuai, seperti pemberian makanan tambahan (PMT), distribusi tablet 
tambah darah, dan program pencegahan stunting. Dengan pendekatan ini, 
tenaga gizi berperan dalam deteksi dini dan penanganan masalah gizi sebelum 
menjadi kondisi yang lebih serius. 

Dalam hal edukasi dan promosi gizi, tenaga gizi di puskesmas aktif 
melakukan penyuluhan gizi kepada masyarakat, baik secara langsung melalui 
posyandu, kelas ibu hamil, dan kunjungan rumah, maupun secara tidak 
langsung melalui media informasi seperti leaflet, poster, atau media sosial. 
Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 
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pentingnya gizi seimbang, cara memilih bahan makanan bergizi, serta 
kebiasaan makan sehat. Dengan komunikasi yang baik, tenaga gizi dapat 
mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih sehat dan 
berkelanjutan. 

Selain itu, tenaga gizi juga memiliki peran strategis dalam pengelolaan 
data dan pemantauan program gizi. Mereka mengumpulkan dan menganalisis 
data gizi secara rutin, melaporkannya ke dinas kesehatan, serta mengevaluasi 
efektivitas program yang dijalankan. Tenaga gizi juga terlibat dalam 
perencanaan kegiatan lintas sektor, seperti kerja sama dengan kader 
posyandu, tokoh masyarakat, dan petugas sanitasi. Dengan demikian, peran 
mereka di puskesmas tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga manajerial dan 
kolaboratif, yang sangat berperan dalam meningkatkan status gizi masyarakat 
di tingkat pelayanan kesehatan dasar. 

3. Peran tenaga gizi dalam manajemen gizi di institusi pendidikan 
Tenaga gizi di institusi pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi, 

memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung 
pembentukan kebiasaan makan sehat sejak dini. Mereka bertanggung jawab 
melakukan edukasi gizi kepada siswa, guru, dan orang tua, baik melalui 
kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler. Materi edukasi meliputi 
pentingnya konsumsi makanan bergizi seimbang, pemilihan jajanan sehat, dan 
pencegahan masalah gizi seperti obesitas dan anemia. Dengan pendekatan 
yang menarik dan interaktif, tenaga gizi membantu meningkatkan literasi gizi 
di kalangan peserta didik, yang berdampak langsung pada peningkatan 
kualitas kesehatan dan prestasi belajar. 

Selain edukasi, tenaga gizi juga berperan dalam pengawasan dan 
pengelolaan makanan di lingkungan sekolah, termasuk kantin. Mereka 
melakukan penilaian terhadap menu yang dijual, memberikan rekomendasi 
perbaikan, dan menyusun standar makanan sehat di kantin sekolah. Dalam 
beberapa kasus, tenaga gizi juga terlibat dalam penyusunan menu makan 
siang atau makanan tambahan untuk program gizi khusus seperti program 
anak sekolah sehat (UKS) atau pemberian makanan tambahan untuk siswa 
kurang gizi. Dengan demikian, tenaga gizi turut memastikan bahwa siswa tidak 
hanya mendapatkan pengetahuan tentang gizi, tetapi juga akses terhadap 
pilihan makanan yang sehat dan bergizi. 

Lebih lanjut, tenaga gizi juga memiliki peran strategis dalam 
perencanaan kebijakan dan program gizi di institusi pendidikan. Mereka dapat 
terlibat dalam pengembangan kebijakan sekolah sehat, bekerja sama dengan 
kepala sekolah, komite sekolah, dan dinas pendidikan untuk merancang 
intervensi yang berbasis bukti dan sesuai kebutuhan lokal. Program-program 
seperti deteksi dini masalah gizi, pengukuran indeks massa tubuh (IMT) siswa, 
dan pelatihan guru dalam promosi gizi juga bisa diprakarsai oleh tenaga gizi. 
Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, tenaga gizi membantu 
menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan dan 
perkembangan optimal peserta didik. 

4. Peran tenaga gizi dalam manajemen gizi di komunitas 
Tenaga gizi memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen gizi di 

komunitas, terutama dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk 
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mencegah dan mengatasi masalah gizi secara mandiri. Mereka bertugas 
melakukan identifikasi masalah gizi di tingkat komunitas, seperti tingginya 
angka stunting, kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu hamil, atau 
prevalensi obesitas pada orang dewasa. Melalui survei, pengumpulan data 
lapangan, dan diskusi kelompok bersama tokoh masyarakat, tenaga gizi dapat 
merancang intervensi yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat, 
sehingga program menjadi lebih relevan dan diterima oleh masyarakat. 

Dalam implementasinya, tenaga gizi di komunitas juga berperan sebagai 
pendidik dan fasilitator perubahan perilaku. Mereka menyelenggarakan 
penyuluhan gizi di posyandu, kelompok PKK, atau kelompok tani wanita, serta 
memberikan pelatihan tentang cara memasak makanan bergizi dengan bahan 
lokal yang mudah dijangkau. Selain itu, mereka membina kader gizi dan tokoh 
masyarakat agar mampu menjadi agen perubahan yang berkelanjutan di 
wilayah masing-masing. Dengan pendekatan partisipatif, tenaga gizi 
membantu masyarakat meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam 
memilih, mengolah, dan mengonsumsi makanan sehat. 

Tenaga gizi juga memainkan peran strategis dalam koordinasi lintas 
sektor dan advokasi kebijakan gizi berbasis komunitas. Mereka bekerja sama 
dengan dinas kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat, dan 
sektor lain seperti pertanian atau pendidikan untuk mengintegrasikan aspek 
gizi dalam berbagai program pembangunan masyarakat. Misalnya, mereka 
dapat mendorong pembentukan kebun gizi keluarga atau pengembangan 
program makanan bergizi di sekolah dan tempat ibadah. Dengan keterlibatan 
aktif di berbagai lini, tenaga gizi menjadi motor penggerak dalam menciptakan 
lingkungan yang mendukung perbaikan status gizi masyarakat secara 
berkelanjutan. 

 
H. Tantangan dan Isu dalam Manajemen Gizi 

Manajemen gizi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan isu 
kompleks yang saling berkaitan, baik dari sisi teknis, sosial, maupun struktural. 
Salah satu tantangan utama adalah tingginya prevalensi masalah gizi ganda, yaitu 
kondisi di mana kekurangan dan kelebihan gizi terjadi secara bersamaan dalam 
satu populasi. Di satu sisi, Indonesia masih berjuang mengatasi stunting, wasting, 
dan anemia pada balita dan ibu hamil; sementara di sisi lain, angka obesitas dan 
penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi terus meningkat. 
Fenomena ini menunjukkan bahwa manajemen gizi harus dirancang dengan 
pendekatan yang adaptif dan holistik untuk mengatasi berbagai bentuk malnutrisi 
sekaligus (Martony, 2023). 

Selain itu, kesenjangan akses terhadap pangan bergizi dan pelayanan gizi 
menjadi isu serius, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal. Banyak daerah di 
Indonesia yang mengalami keterbatasan dalam distribusi makanan sehat, 
ketersediaan tenaga gizi profesional, serta infrastruktur pelayanan gizi yang 
memadai. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam pencapaian status gizi 
antarwilayah. Bahkan, program gizi yang sudah berjalan sering kali belum optimal 
karena terbatasnya dukungan logistik, dana, atau pelatihan bagi petugas lapangan. 
Tanpa pemerataan akses dan peningkatan kapasitas sistem layanan, upaya 
manajemen gizi sulit mencapai hasil yang maksimal secara nasional. 
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Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi gizi dan perubahan perilaku 
masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman yang 
cukup tentang pentingnya pola makan bergizi seimbang, terutama di kalangan 
masyarakat berpendidikan rendah atau yang masih terpengaruh oleh kebiasaan 
tradisional yang kurang sehat. Kampanye gizi dan edukasi sering kali belum 
menyentuh lapisan masyarakat dengan pendekatan yang sesuai budaya dan 
kebutuhan lokal. Kurangnya komunikasi yang efektif antara tenaga gizi dan 
masyarakat juga memperlambat proses perubahan perilaku menuju pola makan 
yang sehat dan berkelanjutan. 

Terakhir, kurangnya integrasi lintas sektor dan keberlanjutan program juga 
menjadi hambatan dalam manajemen gizi di Indonesia. Program gizi sering kali 
berjalan secara parsial atau berbasis proyek jangka pendek, tanpa koordinasi yang 
kuat antara sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial. Akibatnya, 
banyak intervensi tidak berkelanjutan atau gagal diperluas setelah pendanaan 
eksternal berakhir. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan komitmen pemerintah dan 
pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan dan program gizi yang 
bersifat terintegrasi, berbasis data, serta berorientasi pada pembangunan jangka 
panjang. 
1. Kesenjangan akses terhadap pangan bergizi  

Kesenjangan akses terhadap pangan bergizi merupakan salah satu 
tantangan utama dalam manajemen gizi di Indonesia. Ketimpangan geografis, 
sosial ekonomi, dan infrastruktur menyebabkan distribusi pangan sehat tidak 
merata di berbagai wilayah, khususnya di daerah terpencil, perdesaan, dan 
wilayah tertinggal. Masyarakat di wilayah tersebut sering mengalami 
keterbatasan dalam memperoleh bahan makanan yang bergizi karena harga 
yang tinggi, jarak yang jauh dari pusat distribusi, atau minimnya pilihan 
pangan lokal yang sesuai dengan kebutuhan gizi. Akibatnya, kelompok 
masyarakat ini lebih rentan mengalami kekurangan zat gizi esensial seperti 
protein, zat besi, dan vitamin A. 

Selain faktor ketersediaan, kemampuan ekonomi masyarakat juga 
berperan besar dalam kesenjangan akses pangan bergizi. Banyak rumah 
tangga berpendapatan rendah yang hanya mampu membeli makanan pokok 
seperti nasi dan mi instan, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan 
konsumsi protein hewani, buah, dan sayur secara cukup. Situasi ini diperburuk 
dengan kurangnya pengetahuan mengenai komposisi makanan bergizi 
seimbang, sehingga masyarakat cenderung memilih makanan yang murah 
namun kurang bernilai gizi. Ketidakmampuan dalam memilih makanan sehat 
bukan hanya soal kemiskinan, tetapi juga soal literasi gizi yang rendah. 

Dampak dari kesenjangan akses ini sangat nyata dalam tingginya angka 
stunting, wasting, dan anemia di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk 
mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya lintas sektor seperti pembangunan 
infrastruktur distribusi pangan, peningkatan produksi pangan lokal bergizi, 
serta subsidi atau bantuan pangan bergizi bagi kelompok miskin dan rentan. 
Di sisi lain, edukasi gizi juga perlu digencarkan agar masyarakat memahami 
pentingnya pola makan sehat dan mampu memanfaatkan sumber pangan 
lokal secara optimal. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan 
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berkelanjutan, kesenjangan akses terhadap pangan bergizi dapat dikurangi 
guna mendukung peningkatan status gizi nasional. 

2. Kesenjangan akses terhadap pelayanan gizi 
Kesenjangan akses terhadap pelayanan gizi merupakan tantangan 

signifikan dalam manajemen gizi di Indonesia, terutama di wilayah dengan 
fasilitas kesehatan yang terbatas. Banyak daerah, khususnya di wilayah 
terpencil, perdesaan, dan kepulauan, masih kekurangan tenaga gizi 
profesional yang memadai. Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah 
tersebut tidak mendapatkan pelayanan gizi yang optimal, termasuk asesmen 
gizi, konseling, serta intervensi gizi yang tepat sasaran. Ketiadaan layanan ini 
berdampak langsung pada lambatnya deteksi dan penanganan masalah gizi, 
sehingga risiko malnutrisi meningkat. 

Selain kekurangan tenaga gizi, keterbatasan sarana dan prasarana di 
fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan posyandu juga memperburuk 
kondisi. Banyak posyandu yang tidak dilengkapi dengan alat pengukur berat 
dan tinggi badan yang akurat, serta tidak memiliki sistem pencatatan data gizi 
yang terintegrasi. Pelayanan gizi sering kali bersifat minimal dan belum 
menjadi prioritas utama dalam sistem pelayanan kesehatan dasar. Akibatnya, 
program-program gizi seperti pemantauan pertumbuhan balita, pemberian 
makanan tambahan, atau konseling untuk ibu hamil belum dapat berjalan 
maksimal di semua wilayah. 

Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan langkah strategis dari 
pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, seperti peningkatan 
distribusi dan kapasitas tenaga gizi, pengadaan sarana penunjang pelayanan 
gizi, serta integrasi pelayanan gizi dalam sistem kesehatan primer secara 
menyeluruh. Pelatihan kader kesehatan masyarakat dan digitalisasi sistem 
pemantauan gizi juga dapat membantu memperluas jangkauan pelayanan, 
terutama di daerah dengan akses terbatas. Dengan memperkuat layanan gizi 
secara merata, upaya perbaikan status gizi masyarakat dapat dilakukan secara 
lebih efektif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. 

3. Keterbatasan sumber daya 
Keterbatasan sumber daya merupakan tantangan krusial dalam 

manajemen gizi di Indonesia, baik dari segi sumber daya manusia, dana, 
maupun infrastruktur pendukung. Banyak daerah masih kekurangan tenaga 
gizi yang terlatih dan kompeten, khususnya di tingkat pelayanan dasar seperti 
puskesmas dan posyandu. Selain itu, beban kerja tenaga gizi yang tinggi tanpa 
dukungan tim yang memadai menyebabkan intervensi gizi sering kali tidak 
berjalan optimal. Situasi ini diperparah oleh distribusi tenaga gizi yang tidak 
merata, di mana sebagian besar terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara 
daerah terpencil sangat minim tenaga profesional. 

Dari sisi pembiayaan, program-program gizi sering mengalami 
keterbatasan anggaran, baik di tingkat nasional maupun daerah. Banyak 
program gizi yang bergantung pada proyek jangka pendek atau bantuan 
donor, sehingga keberlanjutannya tidak terjamin. Keterbatasan dana juga 
berdampak pada kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi tenaga gizi, 
minimnya penyediaan alat dan bahan edukasi, serta terbatasnya kegiatan 
pemantauan dan evaluasi program gizi secara menyeluruh. Padahal, program 
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gizi membutuhkan pendanaan yang konsisten dan berkelanjutan untuk dapat 
menghasilkan dampak yang signifikan terhadap status gizi masyarakat. 

Keterbatasan infrastruktur juga menjadi hambatan besar, terutama 
dalam pelaksanaan layanan gizi berbasis komunitas. Fasilitas seperti ruang 
konsultasi gizi, alat antropometri yang memadai, sistem pencatatan digital, 
hingga transportasi untuk mobilisasi tenaga gizi sering kali tidak tersedia, 
khususnya di daerah tertinggal. Tanpa infrastruktur yang memadai, proses 
perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program gizi menjadi tidak efisien 
dan kurang efektif. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya dalam semua 
aspek ini sangat penting agar manajemen gizi dapat dijalankan secara optimal 
dan berdaya guna untuk seluruh lapisan masyarakat. 

4. Rendahnya literasi gizi dan perubahan perilaku masyarakat 
Rendahnya literasi gizi di kalangan masyarakat menjadi tantangan 

utama dalam manajemen gizi di Indonesia. Banyak individu dan keluarga 
belum memahami konsep dasar gizi seimbang, sehingga masih menjadikan 
makanan tinggi gula, garam, dan lemak sebagai pilihan utama dalam konsumsi 
sehari-hari. Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya variasi makanan, 
porsi yang tepat, serta waktu makan yang teratur menyebabkan pola makan 
tidak sehat semakin meluas. Hal ini tidak hanya berdampak pada risiko 
kekurangan gizi, tetapi juga meningkatkan kasus penyakit tidak menular 
seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi. 

Perubahan perilaku masyarakat dalam hal konsumsi makanan juga 
menjadi isu yang kompleks karena dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan turun-
temurun, dan pengaruh iklan makanan instan atau siap saji. Masyarakat 
cenderung memilih makanan berdasarkan rasa, harga, dan kemudahan akses, 
bukan berdasarkan nilai gizinya. Upaya edukasi yang dilakukan oleh 
pemerintah dan tenaga gizi pun sering kali belum mampu menyentuh lapisan 
masyarakat secara luas dan berkelanjutan, terutama di daerah pedesaan dan 
komunitas dengan tingkat pendidikan rendah. Akibatnya, intervensi gizi yang 
disarankan sering kali tidak diterapkan secara konsisten dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan edukasi gizi 
yang lebih inovatif, kontekstual, dan berbasis budaya lokal. Program 
penyuluhan harus disesuaikan dengan karakteristik sasaran dan menggunakan 
media yang mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, keterlibatan tokoh 
masyarakat, kader posyandu, dan media massa dapat memperkuat pesan gizi 
dan mempercepat proses perubahan perilaku. Peningkatan literasi gizi yang 
efektif akan membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih sehat 
dalam memilih makanan, sehingga mendukung keberhasilan manajemen gizi 
secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi 
Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi merupakan 

salah satu tantangan besar dalam manajemen gizi di Indonesia. Banyak orang 
masih menganggap gizi hanya penting bagi anak-anak atau orang sakit, 
sementara dalam kenyataannya, asupan gizi yang tepat dibutuhkan oleh 
semua kelompok umur untuk mendukung tumbuh kembang, produktivitas, 
dan kualitas hidup. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan gizi sering kali 
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diabaikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam penyusunan menu 
keluarga, kebiasaan makan di luar rumah, maupun saat memilih makanan 
untuk anak. 

Faktor penyebab rendahnya kesadaran ini antara lain minimnya 
informasi yang mudah diakses dan dipahami masyarakat, serta terbatasnya 
kampanye publik yang menekankan pentingnya gizi sebagai bagian dari gaya 
hidup sehat. Meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai program 
edukasi gizi, pesan-pesan tersebut belum sepenuhnya meresap di kalangan 
masyarakat luas. Masih banyak yang menganggap gizi sebagai hal yang rumit, 
mahal, atau hanya urusan tenaga medis, padahal keputusan makan sehari-
hari sangat menentukan status gizi seseorang dalam jangka panjang. 

Untuk mengatasi isu ini, perlu adanya pendekatan komunikasi yang 
lebih efektif, melibatkan media massa, platform digital, dan tokoh masyarakat 
untuk menyampaikan informasi gizi secara menarik dan mudah dimengerti. 
Program peningkatan kesadaran harus dilakukan secara berkelanjutan dan 
dimulai sejak usia dini, misalnya melalui pendidikan gizi di sekolah dan 
pelatihan bagi keluarga. Dengan membangun kesadaran kolektif bahwa gizi 
adalah bagian penting dari kesehatan dan kesejahteraan, maka masyarakat 
akan lebih terdorong untuk menerapkan pola makan yang sehat dan 
mendukung keberhasilan program manajemen gizi di tingkat nasional. 

6. Kurangnya data gizi yang akurat 
Kurangnya data gizi yang akurat merupakan tantangan besar dalam 

pelaksanaan manajemen gizi di Indonesia. Data yang tidak lengkap, tidak 
mutakhir, atau tidak representatif menyebabkan perencanaan dan 
pengambilan keputusan dalam program gizi menjadi kurang tepat sasaran. 
Banyak wilayah belum memiliki sistem pencatatan dan pelaporan status gizi 
yang terstandar dan terintegrasi, sehingga menyulitkan dalam memetakan 
masalah gizi secara rinci dan real-time. Akibatnya, intervensi yang dilakukan 
cenderung bersifat umum dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan lokal yang 
spesifik. 

Ketiadaan data yang valid juga menghambat pemantauan dan evaluasi 
efektivitas program gizi yang telah dijalankan. Tanpa data yang akurat, sulit 
untuk menilai apakah intervensi gizi memberikan dampak positif terhadap 
perubahan status gizi masyarakat. Selain itu, kurangnya data juga membuat 
tantangan gizi tersembunyi, seperti kekurangan mikronutrien atau pola 
makan tidak sehat, sulit terdeteksi secara dini. Hal ini berisiko menyebabkan 
masalah gizi berkembang menjadi lebih parah sebelum ada respon kebijakan 
yang memadai. 

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan sistem 
surveilans gizi nasional yang terintegrasi, berbasis teknologi, dan dapat 
diakses lintas sektor. Tenaga kesehatan di lapangan juga perlu dibekali dengan 
pelatihan dalam pengumpulan dan pelaporan data gizi secara akurat dan 
konsisten. Dengan data yang berkualitas dan berkelanjutan, pemerintah dan 
pemangku kepentingan dapat merancang strategi gizi yang lebih efektif, 
efisien, serta responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat di berbagai 
wilayah Indonesia 
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7. Kurangnya integrasi lintas sektor 
Kurangnya integrasi lintas sektor merupakan tantangan strategis dalam 

manajemen gizi di Indonesia. Permasalahan gizi tidak hanya menjadi tanggung 
jawab sektor kesehatan saja, melainkan juga melibatkan sektor lain seperti 
pendidikan, pertanian, perlindungan sosial, dan pembangunan daerah. 
Namun, koordinasi antarinstansi pemerintah maupun antara pemerintah 
pusat dan daerah sering kali belum berjalan optimal. Ketidaksinkronan 
program dan kebijakan antar sektor menyebabkan pelaksanaan intervensi gizi 
menjadi tidak terarah, tumpang tindih, atau bahkan tidak menyentuh akar 
permasalahan. 

Salah satu contoh konkret dari kurangnya integrasi adalah ketika 
program peningkatan gizi anak tidak diiringi dengan ketersediaan pangan 
bergizi dari sektor pertanian atau tidak didukung oleh edukasi gizi di sekolah. 
Selain itu, keterlibatan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam 
program gizi juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, kolaborasi 
multipihak sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung 
perilaku makan sehat dan memastikan distribusi sumber daya secara merata. 
Tanpa kerja sama lintas sektor yang solid, upaya perbaikan gizi cenderung 
bersifat parsial dan kurang berkelanjutan. 

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan manajemen gizi 
yang terintegrasi dan kolaboratif melalui perumusan kebijakan lintas sektor 
yang komprehensif. Pemerintah harus memperkuat mekanisme koordinasi 
antarinstansi, misalnya melalui forum lintas sektor yang rutin dan penugasan 
tanggung jawab yang jelas bagi setiap sektor. Selain itu, penyusunan dan 
pelaksanaan program gizi harus berbasis data serta melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal, akademisi, dan dunia 
usaha. Dengan demikian, manajemen gizi dapat berjalan lebih sinergis dan 
menghasilkan dampak yang lebih luas bagi peningkatan status gizi 
masyarakat. 

8. Keberlanjutan program 
Keberlanjutan program merupakan salah satu tantangan utama dalam 

manajemen gizi di Indonesia. Banyak program gizi yang berjalan hanya dalam 
jangka pendek karena tergantung pada proyek atau pendanaan sementara, 
baik dari pemerintah pusat, donor internasional, maupun lembaga non-
pemerintah. Ketika program tersebut selesai, upaya yang telah dilakukan 
kerap tidak dilanjutkan, sehingga dampaknya tidak berlangsung lama. 
Padahal, perbaikan status gizi masyarakat membutuhkan pendekatan jangka 
panjang yang konsisten dan berkelanjutan. 

Kurangnya keberlanjutan ini juga disebabkan oleh lemahnya 
perencanaan jangka panjang dan minimnya pengarusutamaan isu gizi dalam 
agenda pembangunan daerah. Banyak daerah belum menjadikan gizi sebagai 
prioritas, sehingga alokasi anggaran dan sumber daya untuk program gizi 
sangat terbatas. Selain itu, ketergantungan pada program eksternal yang tidak 
selaras dengan kebutuhan lokal menyebabkan implementasi menjadi kurang 
relevan dan sulit dipertahankan setelah dukungan eksternal berakhir. 
Akibatnya, upaya yang sudah dilakukan tidak membuahkan hasil maksimal 
atau tidak mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran. 
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Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan komitmen politik yang kuat 
dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menjadikan gizi 
sebagai agenda pembangunan berkelanjutan. Integrasi program gizi ke dalam 
sistem kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial perlu diperkuat agar 
tidak bergantung pada proyek jangka pendek. Selain itu, pelibatan masyarakat 
dalam perencanaan dan pelaksanaan program gizi sangat penting agar 
intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat 
diteruskan secara mandiri. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, program 
gizi akan lebih efektif dalam menciptakan perubahan nyata dan permanen 
dalam status gizi masyarakat. 
 

I. Pendekatan dan Strategi dalam Manajemen Gizi 
Dalam upaya mengelola masalah gizi di Indonesia, pendekatan berbasis 

masyarakat menjadi salah satu strategi yang paling relevan dan efektif. 
Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam upaya 
perbaikan gizi, bukan hanya sebagai objek dari intervensi. Dengan melibatkan 
tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan keluarga secara langsung, program-
program gizi menjadi lebih mudah diterima dan disesuaikan dengan kondisi lokal. 
Contohnya, pelaksanaan posyandu, kebun gizi, dan dapur sehat di tingkat desa 
telah terbukti mampu meningkatkan kesadaran serta perilaku makan yang sehat di 
berbagai daerah (Muchlis & Kurnaesih, 2021). Selain itu, intervensi berbasis bukti 
(evidence-based) juga menjadi strategi penting dalam manajemen gizi. Strategi ini 
mengandalkan data dan hasil penelitian untuk merancang program yang tepat 
sasaran dan efisien. Misalnya, program suplementasi zat gizi seperti vitamin A atau 
zat besi dijalankan berdasarkan hasil survei status gizi yang menunjukkan 
prevalensi defisiensi pada kelompok tertentu. Dengan pendekatan ini, alokasi 
sumber daya menjadi lebih optimal, serta risiko kegagalan program dapat 
diminimalisir karena tindakan yang dilakukan memiliki dasar ilmiah yang kuat 
(Hamsa et al., 2021). 

Kolaborasi lintas sektor turut memainkan peran penting dalam mendukung 
keberhasilan manajemen gizi. Masalah gizi tidak bisa diselesaikan oleh sektor 
kesehatan saja, melainkan memerlukan sinergi dengan sektor pendidikan, 
pertanian, sosial, dan bahkan swasta. Misalnya, sektor pendidikan dapat 
mendukung dengan integrasi pendidikan gizi dalam kurikulum, sektor pertanian 
dapat membantu dengan memastikan ketersediaan pangan bergizi, sementara 
sektor swasta bisa berkontribusi melalui penyediaan produk makanan sehat dan 
program tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan kerja sama lintas sektor yang 
terkoordinasi, upaya manajemen gizi dapat menjangkau lebih luas dan berdampak 
lebih besar (Muslihah et al., 2022). 

Kombinasi dari pendekatan berbasis masyarakat, intervensi berbasis bukti, 
dan kolaborasi lintas sektor membentuk fondasi strategi manajemen gizi yang 
komprehensif dan berkelanjutan. Strategi ini memungkinkan program gizi menjadi 
lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat, lebih efisien dalam 
penggunaan sumber daya, dan lebih kuat dalam menciptakan perubahan jangka 
panjang. Dalam konteks Indonesia yang sangat beragam secara geografis dan 
sosial budaya, penerapan strategi ini sangat penting untuk mengatasi berbagai 
tantangan gizi secara efektif dan inklusif. 



 

80 | H a l a m a n  
 

1. Pendekatan berbasis masyarakat 
Pendekatan berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi utama 

dalam manajemen gizi di Indonesia karena mampu menjangkau langsung akar 
permasalahan gizi di tingkat lokal. Pendekatan ini melibatkan masyarakat 
secara aktif dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, 
hingga evaluasi program gizi. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, kader 
posyandu, serta keluarga, intervensi gizi menjadi lebih kontekstual dan sesuai 
dengan kebiasaan serta budaya setempat. Hal ini menjadikan pendekatan ini 
lebih efektif dalam membangun kesadaran dan mengubah perilaku makan 
masyarakat secara berkelanjutan. 

Dalam praktiknya, pendekatan berbasis masyarakat banyak diterapkan 
melalui kegiatan seperti posyandu, kelas ibu balita, kebun gizi keluarga, 
hingga dapur sehat. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya menyediakan 
layanan kesehatan dasar dan pemantauan pertumbuhan anak, tetapi juga 
menjadi wadah edukasi gizi secara langsung. Melalui pelibatan masyarakat, 
program gizi tidak lagi dipandang sebagai upaya pemerintah semata, tetapi 
sebagai bagian dari tanggung jawab dan kepedulian bersama. Keaktifan 
masyarakat dalam program ini berperan penting dalam mempercepat 
perbaikan status gizi, terutama di daerah dengan keterbatasan akses terhadap 
fasilitas kesehatan. 

Keberhasilan pendekatan berbasis masyarakat sangat bergantung pada 
pemberdayaan dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal. Oleh 
karena itu, pelatihan bagi kader kesehatan, peningkatan pengetahuan 
keluarga, serta dukungan dari pemerintah daerah menjadi kunci utama. 
Pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu memperkuat kerja sama 
dengan komunitas dalam merancang dan menjalankan program-program gizi. 
Dengan dukungan yang tepat, pendekatan ini tidak hanya membantu 
mengatasi masalah gizi secara langsung, tetapi juga membangun ketahanan 
masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang. 

2. Intervensi berbasis bukti (evidence-based) 
Intervensi berbasis bukti (evidence-based) merupakan pendekatan 

strategis dalam manajemen gizi yang menekankan pentingnya penggunaan 
data ilmiah dan hasil penelitian untuk merancang, melaksanakan, dan 
mengevaluasi program gizi. Di Indonesia, pendekatan ini semakin diakui 
sebagai fondasi penting dalam menyusun kebijakan dan program intervensi 
yang tepat sasaran. Dengan menggunakan data yang valid, seperti hasil survei 
status gizi nasional, studi pola konsumsi pangan, dan hasil evaluasi program 
sebelumnya, intervensi dapat difokuskan pada kelompok sasaran yang paling 
membutuhkan dan pada jenis masalah gizi yang paling mendesak. 

Penerapan intervensi berbasis bukti terlihat dalam berbagai program 
pemerintah seperti suplementasi zat gizi mikro (vitamin A, zat besi, dan 
yodium), fortifikasi pangan, serta program penanggulangan stunting yang 
dilandasi oleh data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) dan Studi Diet 
Total. Program-program ini dirancang dengan mempertimbangkan faktor 
risiko gizi spesifik, kondisi sosial ekonomi, serta efektivitas pendekatan yang 
telah terbukti secara ilmiah. Dengan begitu, pendekatan ini tidak hanya 
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meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga meningkatkan 
peluang keberhasilan program. 

Namun, tantangan utama dalam menerapkan intervensi berbasis bukti 
di Indonesia adalah ketersediaan data yang lengkap dan terkini di semua 
wilayah, serta kapasitas sumber daya manusia dalam menganalisis dan 
menginterpretasi data. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi gizi dan 
pelatihan bagi tenaga kesehatan menjadi langkah penting agar pendekatan ini 
dapat diimplementasikan secara luas dan konsisten. Dengan mengedepankan 
intervensi yang berdasarkan pada bukti, manajemen gizi di Indonesia dapat 
lebih responsif, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan gizi secara lebih 
efektif dan terukur. 

3. Kolaborasi lintas sektor dalam mengelola masalah gizi 
Kolaborasi lintas sektor merupakan pendekatan penting dalam 

manajemen gizi di Indonesia, karena masalah gizi tidak berdiri sendiri dan 
sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, pendidikan, serta 
lingkungan. Pendekatan ini melibatkan kerja sama antara berbagai sektor 
seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, dan bahkan sektor swasta. 
Setiap sektor memiliki peran strategis yang saling melengkapi, misalnya sektor 
pertanian bertanggung jawab dalam penyediaan pangan bergizi, sektor 
pendidikan dalam membangun literasi gizi sejak dini, dan sektor sosial dalam 
perlindungan kelompok rentan melalui bantuan pangan dan gizi. 

Dalam praktiknya, kolaborasi lintas sektor telah diterapkan dalam 
berbagai program nasional, seperti Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan 
Gizi dan intervensi stunting terintegrasi. Program-program ini menuntut 
koordinasi antarlembaga, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan 
evaluasi. Salah satu contoh sukses adalah integrasi layanan posyandu dengan 
program Bina Keluarga Balita dari BKKBN serta intervensi pendidikan gizi di 
sekolah melalui UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). Dengan pendekatan ini, 
upaya perbaikan gizi menjadi lebih menyeluruh dan dapat menjangkau 
berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Agar kolaborasi lintas sektor berjalan efektif, diperlukan komitmen 
bersama, regulasi yang mendukung, serta mekanisme koordinasi yang kuat di 
tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, transparansi, komunikasi yang baik 
antar pemangku kepentingan, dan berbagi data serta sumber daya menjadi 
kunci keberhasilan. Ketika semua sektor bergerak dalam satu arah dengan 
tujuan bersama meningkatkan status gizi masyarakat, maka program 
manajemen gizi akan lebih terarah, berkelanjutan, dan memberikan dampak 
nyata dalam jangka panjang bagi pembangunan kesehatan di Indonesia. 
  

 
 

 
 
 


